BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.690, 2022 KEMENKEU. Standar. Uji Kompetensi.
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
Analis Keuangan Pusat dan Daerah. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 119/PMK.07/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
38/PMK.07/2019 TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI SERTA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika sarana pengembangan
kompetensi manajerial, sosial dan kultural terkait
pengembangan Jabatan Fungsional Analis Keuangan
Pusat dan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
38/PMK.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi
serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
Analis Keuangan Pusat dan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.07/2019 tentang
Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan
Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat

dan Daerah;
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Mengingat S

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.07/2019
tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan
Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat
dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 370);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 38/PMK.07/2019 TENTANG STANDAR

DAN

UJI KOMPETENSI SERTA PENGEMBANGAN

KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 38/PMK.07/2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi
serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 370), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya
disingkat AKPD adalah pegawai mnegeri sipil yang
diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah
dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD
adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah
dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional AKPD yang
selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah unit Eselon
I di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana
perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak
daerah dan retribusi daerah.

4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.

5. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas/badan daerah, dan lembaga teknis daerah.
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10.

11.

12.

13.

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri
sipil untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara
efisien dan efektif.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk
memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan
jabatan.

Kamus Kompetensi adalah kumpulan Kompetensi yang
meliputi nama Kompetensi, definisi Kompetensi,
deskripsi, dan tingkat kecakapan Kompetensi serta
indikator perilaku.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD adalah
kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang
AKPD untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab,
dan wewenangnya secara profesional, efektif, dan efisien.
Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD adalah suatu
proses penilaian dengan melibatkan beragam teknik
evaluasi, metode, dan alat ukur dengan tujuan untuk
mengetahui kesesuaian antara Kompetensi peserta
dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD.
Tim Uji Kompetensi adalah tim yang ditunjuk untuk

menyelenggarakan Uji Kompetensi.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Pengembangan Kompetensi AKPD adalah proses
peningkatan Kompetensi melalui pendidikan dan
pembelajaran yang dilakukan dengan cara
mengintegrasikan berbagai metode dan sumber untuk
mendukung pencapaian target kerja.

Pendidikan adalah suatu proses belajar mengajar dalam
bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional
yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang telah
diakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

Pembelajaran adalah mekanisme transfer ilmu dan
pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta
pembentukan sikap dan perilaku dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan
dengan cara mengintegrasikan berbagai metode dan
sumber untuk mendukung pencapaian target kinerja
organisasi.

Pembelajaran Klasikal adalah proses Pembelajaran
melalui tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam
kelas yang sama.

Pembelajaran Non Klasikal adalah proses Pembelajaran
yang tidak dilakukan dalam kelas yang sama.

Pelatihan Fungsional adalah pelatihan yang memberikan
pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di
bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional
sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara profesional.

Pelatihan Teknis adalah Pendidikan yang diberikan
dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis Jabatan
Fungsional AKPD sesuai dengan bidang tugasnya.

Job Person Match (Kesesuaian Pekerjaan dengan
Kompetensi Seseorang) yang selanjutnya disingkat JPM
adalah  kesesuaian  Kompetensi  Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki pegawai negeri

sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
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Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah dan ditambahkan tiga

ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal

11 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(S)

Pasal 11
Nilai kelulusan Uji Tertulis pada Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional AKPD paling sedikit sebesar 75
(tujuh puluh lima).
Nilai kelulusan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
AKPD untuk Kompetensi Teknis minimal sesuai
dengan level masing-masing kompetensi pada
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Nilai Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD
untuk Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial
Kultural diperoleh dari hasil perbandingan antara
Kompetensi yang  dimiliki dengan  Standar
Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Nilai kelulusan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
AKPD untuk Kompetensi Manajerial dan Kompetensi
Sosial Kultural di Instansi Pusat mengacu pada nilai
minimum JPM untuk pengisian jabatan fungsional
di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam hal nilai minimum JPM untuk pengisian
jabatan fungsional di lingkungan Kementerian
Keuangan belum ditetapkan, nilai kelulusan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD untuk
Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial
Kultural di Instansi Pusat mengacu pada nilai
minimum JPM untuk pengisian jabatan struktural di
lingkungan Kementerian Keuangan.
Nilai kelulusan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

AKPD untuk Kompetensi Manajerial dan Kompetensi
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Sosial Kultural di Instansi Daerah mengacu pada
standar hasil penilaian yang berlaku secara nasional
yang  ditetapkan oleh lembaga  pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen

aparatur sipil negara secara nasional.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



